PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320

ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal
10 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor
1 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu membentuk
Peraturan  Wali Kota  tentang  Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020.

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang

Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4117);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem = Perencanaan Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

10.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun
2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan @ Keuangan dan  Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);



20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018
tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018
tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6224);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6279);



28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaran
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun
2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun
2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang
Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 2083);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun
2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 450);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1213);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);



Menetapkan

36.

37.

38.

39.

40.

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005 -
2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun
2008 Nomor 89);

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun
2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun
2016 Nomor 174);

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12
Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran
Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun
2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran
Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun
2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya
Tahun 2021 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah memuat:

a. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran; dan

b. Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 huruf a sebagai berikut:

a. Pendapatan

b. Belanja
c. Transfer

Rp1.760.907.421.698,25
Rpl.741.914.901.560,00
Rp1.242.312.530,00

Surplus/ (defisit) Rp17.750.207.608,25

d. Pembiayaan

1. Penerimaan

2. Pengeluaran

Rp77.418.838.521,23
Rp63.370.526.654,00

Pembiayaan Netto Rp14.048.311.867,23
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Rp31.798.519.475,48



Pasal 3

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 huruf b sebagai berikut:

a.

b.

Dinas Pendidikan

1. Belanja Rp472.296.908.647,00
Dinas Kesehatan
1. Pendapatan Rp30.154.356.143,00
2. Belanja Rp213.469.138.267,00
3. Pembiayaan
a) Penerimaan Rp921.100.833,00
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo
1. Pendapatan Rp136.646.499.739,25
2. Belanja Rp217.118.198.494,00
3. Pembiayaan
a) Penerimaan Rp43.664.951.312,23
b) Pengeluaran Rp59.306.391.654,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1. Pendapatan Rp202.434.439,00
2. Belanja Rp130.568.235.478,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1. Pendapatan Rp402.508.000,00
2. Belanja Rp72.597.762.189,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1. Pendapatan Rp9.415.000,00
2. Belanja Rp13.799.533.522,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
1. Belanja Rp3.891.013.750,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1. Belanja Rp3.167.739.680,00
Dinas Sosial
1. Belanja Rp7.068.658.095,00
Dinas Tenaga Kerja
1. Belanja Rp4.390.411.675,00
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
1. Pendapatan Rp115.557.000,00
2. Belanja Rp31.364.222.414,00
Dinas Lingkungan Hidup
1. Pendapatan Rp1.705.245.500,00
2. Belanja Rp28.008.420.715,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1. Belanja Rp11.432.210.634,00

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Belanja Rp10.001.057.838,00
Dinas Perhubungan

1. Pendapatan Rp3.655.159.500,00
2. Belanja Rp48.106.987.094,00
Dinas Komunikasi dan Informatika

1. Pendapatan Rp533.664.000,00
2. Belanja Rp15.484.493.157,00

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian
dan Perdagangan

1. Pendapatan Rp541.426.357,00
2. Belanja Rp13.640.100.971,00



aa.

ab.

ac.

ad.

ae.

af.

ag.
ah.

ai.

aj.

ak.

al.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pendapatan Rp2.639.614.732,00
2. Belanja Rp10.389.522.796,00
Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata

1. Pendapatan Rp177.482.000,00
2. Belanja Rp10.433.369.512,00
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah

1. Belanja Rp5.570.764.332,00
Sekretariat Daerah

1. Belanja Rp50.507.859.337,00
Sekretariat DPRD

1. Belanja Rp60.169.391.920,00
Kecamatan Cihideung

1. Belanja Rp10.983.489.660,00
Kecamatan Cipedes

1. Belanja Rp9.136.817.841,00
Kecamatan Tawang

1. Belanja Rp10.154.270.631,00
Kecamatan Indihiang

1.Belanja Rp11.558.069.641,00
Kecamatan Kawalu

1. Belanja Rp17.045.311.903,00
Kecamatan Cibeureum

1.Belanja Rp16.187.158.381,00
Kecamatan Tamansari

1.Belanja Rp14.027.689.727,00
Kecamatan Mangkubumi

1.Belanja Rp14.425.312.811,00
Kecamatan Bungursari

1.Belanja Rp13.247.924.735,00
Kecamatan Purbaratu

1.Belanja Rp11.139.352.459,00
Inspektorat

1. Belanja Rp11.062.546.225,00

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah

1. Belanja Rp10.637.901.789,00
PPKD
1. Pendapatan Rp1.460.852.550.689,00
2. Belanja Rp103.672.414.612,00
3. Transfer Rp1.242.312.530,00
4. Pembiayaan
a) Penerimaan Rp32.832.786.376,00
b) Pengeluaran Rp4.064.135.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
1.Belanja Rp16.223.024.471,00
Badan Pendapatan Daerah
1. Pendapatan Rp123.271.508.599,00
2. Belanja Rp22.022.324.503,00

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
1.Belanja Rp16.915.291.654,00



Pasal 4

Uraian lebih lanjut atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Wali Kota ini, yang terdiri atas:

a. Lampiranl : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran; dan
b. LampiranII : Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.
Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Tasikmalaya.

Paraf Koordinasi Ditetapkan di Tasikmalaya

Asisten Adm Umum Pada tanggal 13 September 2021

Kepala BPKAD

WALI KOTA TASIKMALAYA

Paraf Hierarkis

Sekretaris Daerah

Asisten Pem dan Kesra H. MUHAMMAD YUSUF

Kabag Hukum

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 13 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TASIKMALAYA,

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR 11



